
 
 

BUPATI BANJAR  

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 
NOMOR  46  TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA 
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  

DI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat ( 2 )  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang 

Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 
Pemantauan dan Evaluasi Dana desa, maka perlu adanya 
Perubahan Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana 
Desa setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun 2017; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana  telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor  253);  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
1883); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 
Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana 
Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 552); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang 
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 

Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 478); 
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13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 538); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 

2016 Nomor 14); 

16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 41 Tahun 2016 tentang 
Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 

2016 Nomor 41); 

17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yahun 
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 
Nomor 48); 

18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata 
cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap 

Desa di Kabupaten Banjar Tahun 2017; 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP 

DESA DI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017. 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017  tentang Tata 
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Banjar Tahun 2017) diubah sebagai berikut: 

1.  Ketentuan Pasal  8 diubah,  sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(3) Penyaluran  Dana  Desa dilakukan  secara  bertahap,  dengan  ketentuan 
sebagai berikut:  

a. tahap  I,  paling  cepat  bulan  Maret  dan  paling  lambat bulan Juli 
sebesar 60% (enam  puluh  persen);  dan  

b. tahap  II,  pada  bulan  Agustus  sebe sar  40%  (empat puluh  

persen). 

(4) Penyaluran  Dana Desa  dari  RKUD  ke RKD  sebagaimana dimaksud  

pada  ayat  (1)  dilaksanakan  setelah Bupati / Walikota  menerima  
dokumen  persyaratan penyaluran ,dengan  ketentuan  sebagai berikut:  

a. tahap  I  berupa:  

1. peraturan  Desa mengenai APB Desa; dan  

2. laporan  realisasi  penyerapan  dan  capaian  output Dana Desa 

tahun  anggara  sebelumnya, dari Pambakal;  dan  

b. tahap  II  berupa  laporan  realisasi  penyerapan  dan capaian out put 
Dana Desa tahap I  dari Pambakal.  
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(5) Laporan  realisasi  penyerapan  dan  capaian  output  Dana Desa  tahap  
I  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4) huruf  a,  menunjukkan  rata-

rata  realisasi  penyerapan paling  kurang  sebesar  75%  (tujuh  puluh  
lima  persen)  nilai rata-rata  capaian  output  menunjukkan  paling 
kurang sebesar  50% (lima puluh persen). 

(6) Capaian  output  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5) dihitung  
berdasarkan  rata-rata persentase capaian output  dari seluruh  

kegiatan. 

2.  Ketentuan Pasal 9 diubah dengan menambahkan huruf e, huruf f, huruf g, 
huruf h sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

e. Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  untuk  membiayai pelaksanaan  
program  dan  kegiatan  di  bidang Pembangunan  Desa  dan  

Pemberdayaan  Masyarakat Desa. 

f. Priroritas penggunaan dana Desa diutamakan untuk membiayai  

pelaksanaan  program  dan  kegiatan  yang bersifat lintas bidang. 

g. Program  dan  kegiatan  sebagaimana  dimaksud  pada huruf f  terutama  
bidang  kegiatan  BUMDesa  atau BUMDesa Bersama, embung, produk 

unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa. 

h. Prioritas  penggunaaan  dana  Desa  sebagaimana dimaksud  pada  huruf 

e,  dipublikasikan  kepada masyarakat  oleh  Pemerintah  Desa  di  ruang  
publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa. 

3.  Ketentuan Pasal 11 diubah,  sehingga  berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 

(1)menyampaikan  laporan  realisasi penyerapan  dan  capaian  output  Dana 
Desa  setiap  tahap penyaluran  kepada Bupati / Walikota. 

(2) Laporan  realisasi  penyerapan  dan  capaian  output  Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) terdiri  atas :  

a. laporan  realisasi  penyerapan  Dana  Desa  dan capaian  output  tahun  
anggaran  sebelumnya;  dan  

b. laporan  realisasi  penyerapan  Dana  Desa  dan capaian output tahap  

I.  

(3)  Laporan  realisasi  penyerapan clan capaian  output  Dana Desa  tahun  

anggaran  sebelumnya  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a  
disampaikan  paling lambat  tanggal  7 Januari tahun  anggaran berjalan. 

(4)  Laporan  realisasi  penyerapan dan  capaian  output  Dana Desa  tahap  I  

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) huruf b  disampaikan paling 
lambat  tanggal  7  Juli tahun anggaran  berjalan .  

(5)  Dalam  hal  terdapat  pemutakhiran  capaian  output setelah  batas  waktu  

penyampaian  laporan  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (3)  dan  ayat  
(4),  Pambakal dapat menyampaikannya  pemutakhiran  capaian  output 

kepada  Bupati / Walikota  untuk  selanjutnya  dilakukan pemutakhiran 
data pada aplikasi. 

(6) Pambakal dengan di koordinasikan oleh Camat setempat dapat 

menyampaikan laporan realisasi  penyerapan dan  capaian  output  Dana 
Desa. 

4. Ketentuan Bab VI tentang Pemantauan dan evaluasi Pasal 12 dan Pasal 13 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
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BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 12 

(1)  Bupati melakukan pemantauan dan  evaluasi  atas sisa Dana Desa di 
RKD.  

(2)  Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten. 

Pasal 13 

(1)  Dalam  hal  berdasarkan  pemantauan  dan  evaluasi  atas sisa  Dana  
Desa  di  RKD  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  12  ditemukan  sisa  

Dana  Desa di  RKD  lebih  dari  30%  (tiga puluh persen),  Bupati dapat :  

a. meminta  penjelasan  kepada  Pambakal  mengenai sisa Dana Desa di  
RKD;  dan   

b. meminta aparat  pengawas  fungsional  daerah  untuk melakukan 
pemeriksaan.  

(2) Sisa  Dana  Desa  di  RKD  lebih  dari  30%  (tiga  puluh persen)  
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  dihitung dari  Dana  Desa  yang  
diterima  Desa  pada  tahun anggaran  berkenaan  ditambah  dengan  sisa  

Dana  Desa tahun  anggaran  sebelumnya.  

(3) Pambakal  wajib  menganggarkan kembali  sisa  Dana Desa  sebagaimana  

dimaksud  pada  ayat  (2)  dalam rancangan  APBDesa  tahun  anggaran  
berikutnya  sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan. 

5. Ketentuan Bab V Pasal 14 diubah dan menambahkan satu Pasal setelah Pasal 

14 menjadi 14 A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Bupati menunda  penyaluran  Dana  Desa, dalam hal :  

a. Bupati belum  menerima  dokumen persyaratan  penyaluran  
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal  8  ayat  (2);  

b. terdapat  sisa  Dana  Desa  di  RKD  tahun  anggaran sebelumnya  lebih  
dari  30%  (tiga  puluh  persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
13; dan  

c. terdapat  rekomendasi yang  disampaikan  oleh  aparat pengawas 
fungsional  di daerah.  

(2)  Penundaan  penyaluran  Dana  Desa  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  
(1) dilakukan  terhadap penyaluran  Dana Desa tahap  I  tahun anggaran  
berjalan sebesar  sisa  Dana  Desa  di  RKD  tahun  anggaran sebelumnya.  

(3)  Dalam  hal  sisa  Dana  Desa  di  RKD  tahun  anggaran sebelumnya  
lebih  besar  dari  jumlah  Dana  Desa  yang akan  disalurkan  pada  
tahap  I,  penyaluran  Dana  Desa tahap  I  tidak dilakukan.  

(4)  Dalam  hal  sampai  dengan  bulan  Agustus  tahun anggaran  berjalan  
sisa  Dana  Desa  di  RKD  tahun anggaran  sebelumnya  masih  lebih  

besar  dari  30%  (tiga puluh  persen),  penyaluran  Dan  Desa  yang  
ditunda sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  dapat dialurkan  
dan menjadi  sisa Dana Desa di RKUD.  

(5)  Bupati melaporkan  Dana  Desa  yang  tidak disalurkan  sebagaimana  
dimaksud  pada  ayat  (4) kepada  Kepala  KPPN  selaku  KPA  Penyaluran 

DAK Fisik dan Dana Desa.  

(6)  Dana  Desa  yang  tidak  disalurkan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  
(5) tidak  dapat  disalurkan  kembali pada tahun  anggaran berikutnya.  
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(7)  Rekomendasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf  c  
disampaikan  oleh  aparat  pengawas  fungsional di  daerah  dalam  hal  

terdapat  potensi  atau  telah  terjadi penyimpangan  penyaluran  dan/  
atau  penggunaan  Dana Desa.  

(8)  Rekomendasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (7) disampaikan  

kepada  Bupati  dengan  tembusan  kepada Kepala  KPPN  selaku  KPA  
Penyaluran  DAK  Fisik  dan Dana  Desa  sebelum  batas  waktu  tahapan  

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 

Pasal 14 A 

(1) Bupati menyalurkan  kembali  Dana  Desa yang ditunda dalam hal :  

a. dokumen  persyaratan  penyaluran  sebagaimana dimaksud  dalam  
Pasal  8  telah diterima;  

b. sisa  Dana Desa  di  RKD  tahun  anggaran  sebelumnya kurang dari 

atau  sama dengan  30%; dan  

c. terdapat  usulan  dari  aparat  pengawas  fungsional daerah. 

(2) Dalam  hal  penundaan  penyaluran  Dana  Desa sebagaimana  dimaksud  
dalam  Pasal  14  ayat  (1) huruf  a  dan  huruf c berlangsung  sampai  
dengan berakhirnya  tahun  anggaran,  Dana Desa  tidak  dapat 

disalurkan  lagi  ke  RKD  dan  menjadi  sisa  Dana  Desa  di RKUD.  

(3) Bupati melaporkan  sisa 'Dana  Desa  di  RKUD sebagaimana  dimaksud  

pada  ayat  (2)  kepada  Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran  DAK Fisik 
dan Dana Desa.  

(4) Bupati memberitahukan  kepada Pambakal yang  bersangkutan  mengenai  

Dana  Desa  yang  ditunda penyalurannya  sebagaimana  dimaksud  pada  
ayat  (3) paling  lambat  akhir  bulan  November  tahun  anggaran berjalan  
dan  agar  dianggarkan  kembali  dalam rancangan APBDesa  tahun 

anggaran berikutnya.  

(5)  Bupati menganggarkan  kembali  sisa  Dana Desa  di  RKUD  

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dalam  rancangan  APBD  tahun  
langgaran  berikutnya sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  
perundang­undangan.  

(6)  Dalam  hal  sisa  Dana  Desa  di  RKUD  sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (2)  belum disalurkan  dari  RKUD ke RKD  sampai  dengan  akhir  

bulan  Pebruari  tahun anggaran  berjalan,  sisa  Dana  Desa  tersebut 
diperhitungkan  sebagai  pengurang  dalam  penyaluran Dana Desa tahap  
I  dari RKUN  ke  RKUD  tahun  anggaran berjalan. 

(7)  Dalam  hal  Desa  telah  memenuhi  persyaratan penyaluran  sebelum 
minggu  pertama  bulan  Juli  tahun anggaran  berjalan,  Bupati / 
Walikota  menyampaikan permintaan  penyaluran  sisa  Dan  Desa  tahap  

I  yang belum  disalurkan  dari  RKUN  ke  RKUD  sebagaimana dimaksud  
pada  ayat  (6)  kepada  Kepala  KPPN  selaku KPA  Penyaluran  DAK  Fisik  

dan  Dana  Desa  paling lambat  minggu  kedua  bulan  Juli  tahun  
anggaran berjalan.  

(8)  Berdasarkan  permintaan  penyaluran  sisa  Dana  Desa tahap  I  dari  

Bupati sebagaimana  dimaksud pada ayat  (7),  Kepala KPPN  selaku  KPA 
Penyaluran  DAK Fisik  dan  Dana  Desa  menyalurkan  sisa  Dana  Desa 

tahap  I  yang  belum  disalurkan  dari  RKUN  ke  RKUD sebagaimana  
dimaksud  pada  ayat  (6)  paling  lambat bulan Juli  tahun  anggaran 
berjalan.  
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(9)  Dalam  hal  Bupati tidak  menyampaikan permintaan  penyaluran  sisa  
Dana  Desa  tahap  I sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (7) ,  sisa  Dana  

Desa tahap  I  yang  belum  disalurkan  dari  RKUN  ke  RKUD tahun  
anggaran  ber jalan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (6)  men jadi Sisa 
Anggaran Lebih pada RKUN. 

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 15 

(1) Bupati melakukan  pemotongan  penyaluran Dana  Desa  dalam  hal  
setelah  dikenakan  sanksi penundaan  penyaluran  Dana  Desa  
sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  14  aya1  (1)  huruf  b,  masih 

terdapat  sisa  Dana  Desa  di  RKD  lebih  dari  30%  (tiga puluh persen).  

(2)  Pemotongan  penyaluran  Dana  Desa  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  
(1)  dilakukan  pada  penyaluran Dana Desa  tahun anggaran berikutnya.  

(3)  Bupati melaporkan  pemotongan  penyaluran Dana  Desa  seb agaimana  
pada  ayat  (1)  kepada  Kepala KPPN selaku  KPA Penyaluran  DAK , Fisik 

dan Dana Desa. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 

 
 

Ditetapkan di Martapura 

pada tanggal 28 Agustus 2017 
 
    BUPATI BANJAR, 

 
      Ttd 

 
H. KHALILURRAHMAN  

 

 
Diundangkan di Martapura 

pada tanggal 28 Agustus 2017 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

 
 

   Ttd 

 
                     H. NASRUN SYAH 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR  46 
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR 
 NOMOR : 46 Tahun 2017 

 TANGGAL : 28 Agustus 2017 
 

                                                                 FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA 

          LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA 

TAHAP …. TAHUN ANGGARAN 201.. 

PEMERINTAH DESA  (NAMA DESA) 

KECAMATAN (NAMA DESA) 

KABUPATEN BANJAR 

Pagu Desa Rp ……….. 

        

 
  

        

NOMOR URAIAN 
URAIAN 
OUTPUT 

VOLUME 
OUTPUT 

CARA 
PENGADAAN 

ANGGARAN REALISASI SISA 
% 

CAPAIAN 
OUTPUT 

KET 

1 2 3 4 5 6 7 8= 6 - 7 9 10 

01.00 PENDAPATAN                 

01.02 Pendapatan Trasfer                 

01.02.01 Dana Desa                 

 
- TAHAP PERTAMA       

  

                                       
-  

    

 
- TAHAP PERTAMA (TERTUNDA SILPA)                 

 
- TAHAP KEDUA                 

 
JUMLAH PENDAPATAN                 
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02.00 BELANJA BANTUAN KE DESA A                 

02.02 Bidang Pembangunan Desa                 

02.02.09 
Sub bidang Pengadaan, pembangunan, 
pengembangan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana lingkungan pemukiman 

                

2.2.9.1 
Kegiatan Pembangunan Lingkungan 

(Pengerasan) 

Jalan 

Lingkungan             
  

2.2.9.2 
Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani 
(Rabat Beton) 

Jalan 
Usaha Tani             

  

02.02.10 
Sub bidang Pengadaan, pembangunan, 
pengembangan, dan pemeliharaan sarana 
prasarana pendidikan dan kebudayaan 

                

2.2.10.1 Pengadaan pagar PAUD                 

2.2.10.2 Pengadaan Alat Permainan Edukasi                 

 
JUMLAH BELANJA                 

03.00 PEMBIAYAAN                 

 
Pendapatan Pembiayaan                 

03.01 Pengeluaran Pembiayaan                 

03.01.02 Penyertaan Modal Desa                 
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- Modal Awal 

 

        
 

                                       
-   

  

 
JUMLAH PEMBIAYAAN       

  

                                       
-  

    

 
JUMLAH 

  
 

    

 
(PENDAPATAN - BELANJA -PEMBIAYAAN)     

 

                Disetujui Oleh 
 
 

 
Bendahara Desa           Kepala Desa 
 

 
 

 
 

                  BUPATI BANJAR, 

 
 

                 Ttd 
 

                 H. KHALILURRAHMAN 


